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ABSTRAK 

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara berperan dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero. Dalam Pengangkatan Direktur 

Utama PT Bank Tabungan Negara melalui RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019, 

terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance 

serta prinsip profesionalisme. Pengangkatan dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 

29 Agustus 2019 melalui RUPSLB baru pengkukuhan pemberhentiannya kemudian 

pada tanggal 2 September 2019 melalui RUPSLB. Direktur tersebut semula 

merupakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian diangkat menjadi 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Seperti yang kita ketahui, aset Bank 

Rakyat Indonesia sangat lebih besar dibanding Bank Tabungan Negara. Dalam 

Islam terdapat kaidah yang berbunyi bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya 

harus sesuai dengan kemaslahatan. Pemerintah harus mempertimbangkan prinsip 

profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. 

Artinya seharusnya menempatkan jabatan seseorang sesuai dengan 

kemampuannya, apabila baik maka seharusnya diangkat jabatannya bukan 

diturunkan. Maka dari itu Menteri BUMN tidak menjalankan perannya dalam 

melaksanakan prinsip good corporate governance dan prinsip profesionalisme 

dalam pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Menteri BUMN seharusnya lebih 

memperhatikan prinsip good corporate governance dan prinsip profesionalisme 

dalam tata kelola BUMN terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi BUMN. 
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